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BENGKULU - Sidang korupsi DUGAAN KERUGIAN NEGARA HASIL TEMUAN BPK

atau kedudukannya dengan mem-
buat bukti-bukti pengeluaran dan

nggaran Bawaslu Kabupaten K‘?“I’ URAIAN SELISIH PEMBAYARAN ‘Pertanggungjawaban pengadaan
emarin (12/10) mulai disidangkan Kegiatan Pengadaan " Rp 67.500.000 ~ sewa peralatan kantor periode Ok-
tl P;&gladilan Negeri (PN) Tipikor _i%e-wa Alé};K'antor Okt 2018 — Des 2018 T M tober 2018 - Desember 2018 dan
engkulu, _ Kegiatan Pengadaan E 112.500.000 " pengadaan sewa meubelair periode
Sidang perdana itu dengan agenda | EewatMegbelgii( Otft 2018 — Des 2018 i W - gkltjgger 2018 - Desember 20[1,8'Yahg
nendengarkan dakwaan yang diba- | Regialan Sosialisasi =~ 3 Rp72.450.000 it i o
akan nlgeh jaksa penuniut %mum L——Q—_zgg.a?:aia" Fc."?millil Kades BPD 2018 b N Gl : :'faikgkiil}atmpemgglmmabm
g : . Kegiatan Koordinasi o Rp127.250.000 Fgen]
JPU) terhadap inantan Bendahara | pengawasan Pemilu Partisipatif 2018 _p- 2 2'59 ‘ 990 Usai pembacaan dakwaan, ketua
‘engeluaran Pembantu ngaslu ' Kegiatan Pengadaan Rp135.000.000 majelis menanyakan tanggapan dari
{abupaten Kaur, Sony Apriyanto, | Sewa Alat Kantor Jan 2019 — Juni 2019 il masing-masing PH kedua terdakwa,
1.Sos dan mantan Koordinator Sek- | geglat&nl Pengadaan i B Rp225.000.000 PH Repsun Devit R, S.H, Sopian Sire-
caratBawaslu Kabupaten Kaurdan - SSUSMRUSSIAr Jan 2010 2019 L gartidak menyatakin keboratantas
;s:qtg;i IS)I;—II( Bawaslu Kaur, Repsun — jimiap erugian Negara tahun 2019 “Rp 360.000.000 dakwaan JPU, namun PH terdakwa
vit R, S.H. ‘ ‘A o = - - Sony Apriyanto, S.Sos, Dede Frastien,
Sidang diketuai majelis hakim | TOTAL KERUGIAN Rp 739,700.000 ZSH,YM?I pihakhya menyatakan ek-

dicky Wahyudi Susanto, S.H. Kedua Sewa'Meubelair periode Oktobersan Sekretaris Jenderal Badan Penga-—
erdakwa dihadirkan secara virtual 2018 - Desember 2018 sebesarwas Pemilihan Umum Nomor: 0433/
:oom. Dalam dakwaannya, JPU, De- Rp112.500.000,00," sebut JPU BAWASLU/SJ/HK.01.00/1X/2017
vangga P. Sunartedjo, S.H menye- Setelah itu kedua terdakwa mem-tanggal 11 September 2017 Tentang
yutkan, berdasarkan Daftar Isian buat bukti-bukti pengeluaran danPedoman Pengelolaan Keuangan
Yelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun pertanggungjawaban pengadaan di Lingkungan Badan Pengawasan
\nggaran 2018 Badan Pengawas sewa peralatan kantor periode Ok-Pemilihan Umum dan beberapa
Yemilihan Umum (Bawaslu) Kabu- tober 2018 - Desember 2018 dan peraturan lainnya.
»aten Kaur mendapatkan Alokasi pengadaan sewa meubelair periode Kemudian kedua terdakwa sekira
\nggaran Belanja yang bersumber Oktober 2018 - Desember 2018, November tahun 2018 mencairkan
iari Anggaran Pendapatan dan “Yang tidak dapat dipertanggung- TUP 8 Tahun 2018, dimana di dalam
3elanja Negara (APBEN) yang dipe- jawabkan atau fiktif sehingga pada TUP 8 yang dicairkan tersebut terda-
untukkan untuk melaksanakan akhirnya mengakibatkan adanya patanggaran untuk Kegiatan Koordi-
cegiatan Jasa Penyewaan Meubelair, selisih sebesar Rp67.500.000,00nasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
Jasa Penyewaan Peralatan Kantor, dalam Pengadaan Sewa Peralatan dan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan
Kegiatan Sosialisasi Pemilu Parti- Kantor periode Oktober 2018 - Pemilu Kepala Desa dan BPD.
sipatif, Kegiatan Sosialisasi Pemilu Desember 2018, selisih sebesar Rp “Dengan rincian Kegiatan Koordi-
Terhadap Kepala Desa dan BPD. 112.500.000,00 dalam Pengadaan nasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
Selanjutnya pada bulan Novem- Sewa Meubelair periode Oktober sebesar Rp 258.750.000 dan Kegiatan
ber2018kedua terdakwa mencair- 2018 - Desember 2018, sebut JPU.  Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kades
kan Tambahan Uang Persediaan Selanjutnya selisih uang tersebut dan BPD sebesar Rp169.050.000,"
(TUP) 8 Tahun 2018 berdasarkan tidak disetorkan ke kas negara seh-sebut JPU. g
SP2D Nomor : 180161701001035 ingga perbuatan keduaterdakwa ber- Dari dakwaan JPU, terhadap kedua
tanggal 29 November 2018 dimana tentangan dengan ketentuan pera- terdakwa ada perbedaan kerugian
didalam TUP 8 yang dicairkan turan pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor negara (KN), yakni akibat perbuatan
tersebut terdapat anggaran untuk 17 Tahun 2003 tentang Keuangan terdakwa Sony Apriyanto, 5.50s ter-
Kegiatan Sewa Peralatan Kantor Negara, Pasal 16 Ayat (4) UU Nomor 1 dapat KN sebesar Rp 739.700.000,00,
dan Sewa Meubelair. : Tdhun 2004 tentang Perbendaharaan sementara akibat perbuatan terdak-
“Dengan rincian Pengadaan Negara. Lalu Pasal 12 Ayat (2) Kep- wa Repsun Devit R, S.H terdapat KN
Sewa Peralatan Kantor periode pres Nomor 53 Tahun 2010 tentang sebesar Rp 907. 546.200,00. >
Oktober 2018 - Desember 2018 Perubahan Kedua atas Kepres No- JPU kembali menegaskan bahwa
sebesar Rp 67.500.000, Pengadaan mor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman kedua terdakwa telah melakukan
= Pelaksanaan Anggaran Pendapatan perbuatan menyalahgunakan ke-
dan Belanja Negara. © wenangan, kesempatan atau sarana
Juga bertentangan dengan Keputu- yang ada padanya karena jabatan

sepsi atau keberatan. .
Kemudian ketua majelis menunda
persidangan, dan akan dilanjutkan
kembali pekan depan dengan agenda
terpisah. Sementara Dede Frastien,
SH.MH mengatakan pihaknya me-
nemukan beberapa kejanggalan.
“Secara formil atau hukum acara,
kita akan lakukan eksepsi dahulu,”
kata Dede. |
- Dede menyayangkan dakwaan JPU
terhadap kliennya, dimana sejumlah
KN yang disebutkan dalam dakwaan
iberatkan kepada kliennya, semen-
tara peran pihak lain menurutnya
sudah jelas masih banyak yang tidak
tersentuh hukum. Namun Dede belum
bisa menyebutkan secara gamblang
mengenai eksepsi yang akan ia sam-

' paikan pada sidang selanjutnya.

“Klien kami ini ada dijabatan terse-
but pada September 2018, namun
semua dakwaan yang disebutkan
JPU, dibebankan semua kepada klien
kami, artinya peran bendahara sebe-
lumnya dan pimpinan pada Bawaslu
tersebut tidak tersentuh hukum,
namun semuanya akan kita buktikan
dalam persidangan nantinya, untuk
eksepsi saya belum bisa sampaikan
secara rinci,” demikian Dede.

Terpisah, JPU, Dewangga P. Sunart-
edjo, S.H menyebutkan pihaknya
siap memberikan jawab atas kebera-
tan PH terdakwa tersebut.(jam)



